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Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang

lebih dikenal dengan sebutan Omnibus Law Cipta

Kerja telah resmi disetujui sebagai Undang-Undang

(UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di

Gedung DPRRI Jakartapada tanggal 5 Oktober 2020

yang kemudian disahkan dan diundangkan pada

tanggal 2 November 2020 menjadi UU Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



LATAR BELAKANG KLASTER KEMUDAHAN BERUSAHA: 
BIDANG PERPAJAKAN

Salahsatu upaya memperkuat perekonomian Indonesia.

Mendorong investasi di tengah kondisi perlambatan ekonomi dunia, agar dapat

menyerap tenaga kerja seluas-luasnya.

Diperlukan perubahan berbagai ketentuan perundang -undangan , termasuk

tiga Undang-Undang perpajakan yaitu UU KUP,UU PPh,& UU PPN,dalam waktu

yang tidak terlalu lama.

Perlu menjaga & meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan

investasi,kepatuhan sukarela,kepastian hukum, & keadilan iklim berusaha.
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1. Penurunan tarif PPh Badan

secarabertahap 22% (2020 & 

2021) dan 20% (2022 dst). 

2. Penurunantarif PPhBadan 

Wajib PajakGo Public (tarif

umum ð3%).

3. PenghapusanPPhatas Dividen

dari dalam negeri.

4. Dividen dan laba setelah

pajak dari Luar Negeri tidak

dikenakan PPh sepanjang

diinvestasikandi Indonesia.

5. Non -objek PPh atas:

a.Bagian laba/SHU koperasi,

b.Dana haji yang dikelola BPKH

6. Ruang untuk PenyesuaianTarif 

PPh Pasal 26 atas Bunga.

7. Penyertaanmodal dalam

bentuk aset (inbreng) tidak

terutang PPN.

8. RelaksasiHak Pengkreditan

Pajak Masukan bagi

PengusahaKenaPajak.

9. Pengaturan Ulang :

a.SanksiAdministratif Pajak,

b. Imbalan Bunga.

10. Penentuan Subjek Pajak Orang Pribadi :

a. WNI maupun WNA tinggal > 183 hari di 

Indonesia menjadi Subjek PajakDN,

b. WNI berada di Indonesia < 183 hari dapat

menjadi Subjek PajakLN dengan syarat

tertentu .

11. Pengenaan PPh bagi WNA yang merupakan

Subjek Pajak DN dengan keahlian tertentu

hanya atas penghasilan dari Indonesia,

12. Terkait PPN:

a. Penyerahanbatu bara termasuk

penyerahan BKP.

b. Konsinyasibukan termasuk penyerahan

BKP.

13. Non -objek PPh atas sisa lebih dana Badan

Sosial& BadanKeagamaan(sebagaimana

LembagaPendidikan).

14. PidanaPajakyang telah diputus tidak lagi

diterbitkan ketetapan pajak .

15. Penerbitan STPdaluwarsa5 tahun.

16. STP dapat diterbitkan untuk menagih

imbalan bunga yang seharusnyatidak

diberikan.

17. Penerapan Satu Jenis SanksiAdministrasi

18. Penghentian Pemeriksaan Bukper dan

Penyidikan

19. Pengembalian Pajak Masukan yang telah

dikreditkan

20. Pemajakan Transaksi

Elektronik :

a.Penunjukanplatform

memungut PPN,

b.Pengenaanpajak kepada

Subjek PajakLN atas

transaksielektronik di 

Indonesia.

21. Pencantuman NIK pembeli

yang tidak memiliki NPWP dalam

Faktur Pajak.

Telah diatur dalam UU Nomor 2/2020

Telah diatur dalam UU Nomor 2/2020



Undang -Undang Terdampak

Á UU PPh
UUNomor 7/1983stdtd. UUNomor 36/2008

Á UU PPN
UUNomor 8/1983stdtd. UUNomor 42/2009

Á UU KUP
UUNomor 6/1983stdtd. UUNomor 16/2009
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Mengubah beberapa

ketentuan dalam UU PPh
Pasal2, Pasal4, & Pasal26

Mengubah beberapa

ketentuan dalam UU PPN
Pasal1A, Pasal4A, Pasal9, & Pasal13

Mengubah beberapa

ketentuan dalam UU KUP

o Pasal8, Pasal9, Pasal11, Pasal13, Pasal14, Pasal15, 

Pasal17B, Pasal19, Pasal38, & Pasal44B

o Menghapus Pasal13A & Pasal27A

o Menyisipkan Pasal27B
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PPh PPN KUP

o Penentuan Subjek Pajak Orang Pribadi :

o WNI maupun WNA tinggal > 183 hari di 

Indonesia menjadi Subjek PajakDN,

o WNI berada di Indonesia < 183 hari dapat

menjadi Subjek PajakLN dengan syarat

tertentu .

o Pengenaan PPh bagi WNA yang merupakan

Subjek PajakDN dengan keahlian tertentu hanya

atas penghasilan dari Indonesia,

o PenghapusanPPhatas Dividen dari dalam

negeri .

o Dividen dan penghasilan setelah pajak dari

Luar Negeri tidak dikenakan PPh sepanjang

diinvestasikan atau digunakan untuk kegiatan

usaha lainnya di Indonesia.

o Penghasilan dari Luar Negeri selain BUT 

sepanjang diinvestasikan di Indonesia.

o Non -objek PPh atas:

o Bagian laba/SHU koperasi,

o Dana haji yang dikelola BPKH (Badan 

Pengelola Keuangan Haji).

o Ruang untuk PenyesuaianTarif PPh Pasal 26

atas Bunga.

o Konsinyasi bukan termasuk penyerahan

BKP.

o Penyertaanmodal dalam bentuk aset

(inbreng) tidak terutang PPN.

o Penyerahanbatu bara termasuk

penyerahan BKP.

o Relaksasi Hak Pengkreditan Pajak 

Masukan (PM) bagi Pengusaha Kena Pajak 

(PKP).

o Pencantuman NIK pembeli yang tidak

memiliki NPWP dalam Faktur Pajak.

o Pengaturan Faktur Pajak untuk PKP 

Pedagang Eceran.

o Sanksi administrasi pengungkapan

sendiri ketidakbenaran perbuatan WP

o Pengaturan ulang :

o Sanksiadministratif pajak,

o Imbalan bunga.

o Penerbitan SKPKB PKP tidak melakukan

penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau

ekspor BKP dan/atau JKP dan telah

diberikan pengembalian PM atau telah

mengkreditkan PM

o Penerapan Satu Jenis SanksiAdministrasi

o 5 tahun tidak diterbitkan SKP, SPT menjadi

pasti kecuali WP melakukan tindak

pidana di bidang perpajakan

o PidanaPajakyang telah diputus tidak lagi

diterbitkan ketetapan pajak .

o Penerbitan STPdaluwarsa5 tahun.

o STP dapat diterbitkan untuk menagih

imbalan bunga yang seharusnya tidak

diberikan .



RINGKASAN PENGATURAN

o Penentuan Subjek Pajak Orang Pribadi :

o WNI maupun WNA tinggal > 183 hari di Indonesia menjadi Subjek PajakDN,

o WNI berada di Indonesia < 183 hari dapat menjadi Subjek PajakLN dengan

syarat tertentu .

o Pengenaan PPh bagi WNA yang merupakan Subjek Pajak DN dengan keahlian

tertentu hanya atas penghasilan dari Indonesia,

o PenghapusanPPhatas Dividen dari dalam negeri .

o Dividen dan penghasilan setelah pajak dari Luar Negeri tidak dikenakan PPh

sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk kegiatan usaha lainnya di 

Indonesia.

o Penghasilan dari Luar Negeri selain BUT sepanjang diinvestasikan di 

Indonesia.

o Non -objek PPh atas:

o Bagian laba/SHU koperasi,

o Dana haji yang dikelola BPKH (Badan Pengelola KeuanganHaji).

o Ruang untuk PenyesuaianTarif PPh Pasal 26 atas Bunga.

PPh
01
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Pasal2 ayat (3) huruf aPOKOK PERUBAHAN

Termasuk subjek pajak dalam negeri

adalah orang pribadi , baik yang

merupakan Warga Negara

Indonesia maupun warga negara

asing yang:

Aturan sebelumnya

Hanya menyebutkan kriteria orang pribadi , tanpa menyebutkan status

kewarganegaraan.

1. bertempat tinggal di Indonesia;

2. berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau

3. dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk

bertempat tinggal di Indonesia.
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Pasal2 ayat (4) huruf a, b dan cPOKOK PERUBAHAN

c. Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia

lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta

memenuhi persyaratan :

Memperjelas penentuan status subjek pajak bagi WNI yang berada di luar Indonesia > 183 hari .

1. tempat tinggal ;

2. pusat kegiatan utama;

3. tempat menjalankan kebiasan;

4. status subjek pajak; dan/atau

5. persyaratan tertentu lainnya

yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan

tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Termasuksubjek pajak luar negeri yaitu:

a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;

b. warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih

dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;

Catatan:


